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Abstrak

Pengelolaan  dana transfer dari APBN, tidak hanya sebatas Provinsi dan
Kota/Kabupaten, tetapi sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, setiap desa akan
mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber, alokasi dana transfer baik dari
APBN maupun yang berasal dari alokasi dana Kota/Kabupaten. Pengucuran anggaran
akan berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah
penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Dalam penelitian ini metode yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana bertujuan untuk mengetahui dan memahami
permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Dana Desa, menganalisis
apakah pada Desa Pasang sudah menerapkan asas tranparansi, akuntabilitas, partisipatif
dan tertib disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan Dana Desa pada Desa Pasang.
Hasil yang diperolah pada penelitian ini terkait Pengelola Dana Desa dikelolah berdasarkan
ass transparasi (terbuka), akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Desa Pasang
bisa dikatakan berhasil menerapkan asas transparasi dan partispatif. Hal yang terungkap
bahwa Kepala Desa Pasang selalu Sosialisasi dengan masyarakat dan mengadakan
rapat/musyawarah dengan masyarakat terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDesa)

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Dana Desa, Pertanggungjawaban, Pelaporan.

Abstract

The management of transfer funds from the APBN is not only limited to province
sandcities/districts, but in accordance with the mandate of Law No. 6/2014, each village will
receive an allocation of funds from two sources, the allocation of transfer funds from both
the APBN and the allocation of funds from the city/district. The budget disbursement will
vary for each village, because it is adjusted to the size of the village, the population and the
level of living needs in the village. In this research, the method used is descriptive
gualitative, which aims to find out and understand what problems occur in the financial
management of the Village Fund, analysing whether Pasang Village hasapplied the
principles of transparency, accountability, participatory and orderly budget discipline in the
financial management of the Village Fund in Pasang Village. The results obtained in this
study related toVillage Fund Management are managed based on transparency (open),
accountability (accountable), participatory and carried out in an orderly and disciplined
budget, which is regulated in the regulation ofthe Minister of Home Affairs Number 113 of
2014 concerning Village Financial Management. Pasang Village can be said to have
successfully applied the principles of transparency and participation. It was revealed that the
Pasang Village Head always 289ocializes with the community and holds meetings
/deliberations with the community regarding the Village Budget (APBDesa).
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PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil sudah saatnya
mengambil peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan telah
dimulai dari setiap unit desa tersebut, maka tujuan tercapainya pembangunan yang adil
dan merata akan lebih mudah terwujud. Desa diharapkan tidak hanya mampu
menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu
menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta dapat mengelolah
keuangan desa dengan baik dan tertib.

Terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan
kebijakan yang telah memberikan pengakuan keragaman pada lokalitas, sekaligus
membuka ruang bagi tumbuhnya desentralisasi dan demokrasi desa, meskipun fokus
otonomi daerah masih diletakkan di Kabupaten/Kota. Secara normatif desa tidak lagi
dipandang sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah kecamatan, melainkan
sebagai kesatuan masyarakat hukum. Implikasinya adalah desa berhak membuat
regulasi sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan desa, sejauh belum
diatur oleh Kabupaten.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai
informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat
dipertanggunjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi
pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh
pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga
penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa  harus  dapat
dipertangungjawabkan.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang
merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan ( opennes)
pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pengelolaan dana Desa
perlu memiliki pengetahuan yang baik terhadap laporan keuangan dan tata kelola
pemerintah yang baik sebagai dasar penyusunan laporan dan untuk meningkatkan
kualitas tata kelola. Musyawarah Desa perlu mengetahui mengenai pelaporan keuangan
sebagai dasar untuk mengawasi pengelolaan keuangan. (Kurniawati, Y., & Pangayow, B.
J. (2017a)).

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu menganalisis apakah akuntansi
berperan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa sehingga diperoleh gambaran yang
sebenarnya dari akuntansi itu sendiri di lihat dari sudut pandang pengelolaan keuangan
untuk mengetahui siapa saja yang bertanggungjawab terhadap suatu laporan
pertanggungjawaban pengguna keuangan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Pasang Kecamatan
Maiwa Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan hingga pada masa penyelesaian
penelitian ini kurang lebih dua bulan terhitung mulai bulan 17 Maret sampai 10 Mei 2022.
Informan penelitian yang akan diwawancarai dalam penelitian ini dapat dilakukan kepada
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Kasi Pelayanan, Kaur
Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Umum/Adminstrasi , Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat
yang dianggap cukup mewakili informan yang ada.

Penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data yang kemudian akan dianalisis
dan diuraikan sehingga menghasilkan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Muri
Yusuf (2014) desain penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan dan memberikan suatu
fenomena apa adanya atau menggambarkan simbol atau tanda yang diteliti sesuai dengan
yang sesungguhnya dalam konteksnya.
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Tabel 1. Dana Desa yang diterima di desa Pasang.
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Tahun Jumlah DD Total APBDesa
2019 Rp.815,025,000 Rp.1,369,669,500
2020 RP.845,375,000 Rp.1,304,818,243
2021 Rp.769.670,000 Rp.1,225,716,025
2022 Rp.686,134,000 Rp.1,266,177,246

Sumber: Kantor desa Pasang, 2022

Pengalokasian APBDesa untuk Desa tergantung dari kemampuan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Perhitungan pengalokasian DD berpatokan pada
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014. Pada saat penerapannya pada tahun 2015,
terdapat perubahan PP dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin
pengalokasian DD secara lebih merata (Kompas 2015).

1.

Perencanaan pengelolaan keuangan DD

Pada tahap perencanaa keuangan di Desa Pasang didahului dengan
musyawarah dusun (musdus) dengan melibatkan kepala dusun untuk membahas
usulan-ususlan dari masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa
(musrembang) dengan melibatkan BPD, Pendamping Desa, dan tokoh masyarakat
lainnya. Perencanaan keuangan desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan
kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Proses perencanaan penggunaan
ADD Desa Pasang digambar dalam skema berikut :

Alur Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pasang

Musyawarah = | Membuat daftar »| Pembentukan TPK
dusun kebutuhan ADD
Penetapan RKP - Evaluasi - Musrembang

Desa

Musyawarah dusun

Sumber: Kantor Desa pasang 2022

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan DD

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan
setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan
kepada pemerintah Desa, setiap tahun Bupati Enrekang mengeluarkan surat yang
mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat
Desa. Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Enrekang tersebut maka,
dikeluarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa yang di sebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten
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Enrekang. Petunjuk teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman perangkat desa.
Pelaksanaan Dana Desa untuk melihat bagaimana pembangunannya. Dalam
Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, adapun pengunaan ADD.

3. Penatausahaan pengelolaan keuangan DD

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang
dilakukan oleh pemerintah desa yakni Bendahara Desa terdiri dari penatausahaan
penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan
pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang
kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala
pemerintahan di tingkat desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap
penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara
tertib dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.

Penatausahaan di Desa Pasang menggunakan sistem aplikasi yang bernama
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Ms Excel digunakan ketika pembuatan
secara manual.

Alur Penatausahaan Keuangan Desa Pasang Tahun 2019-2025 yang
dilakukan bendahara Desa Pasang

Penatausahaan Penatausahaan Pertanggung

I jawaban

penerimaan pengeluaran

Sumber: Kantor Desa Pasang 2022

4. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan DD
Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintah dalam hal pengelolaan DD
yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Penyampaian
laporan realisasi DD secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemeritah Desa) kepada
Bupati/Walikota.

5. Pelaporan pengelolaan keuangan DD
Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan
desa, pemerintah desa wajib memberikan laporan kepada pemerintah diatasnya yakni
Camat, maupun ke Bupati/Walikota.

PEMBAHASAN
1. Prinsip Transparan

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap
masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan Desa.
Informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik secara langsung dapat
diperoleh masyarakat secara langsung di Kantor Desa Pasang. Kepala Desa Pasang
telah mencoba berbagai macam cara agar masyarakat mengetahui secara penuh
penyelenggaraan organisasi Pemerintah Desa dengan cara melibatkan masyarakat
dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, memasang baliho yang
berisi mengenai informasi APBDes, dan memperbolehkan masyarakat maupun pihak
eksternal untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan Desa Pasang. Hal
tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Pasang sudah
menerapkan asas transparan.

2. Prinsip Akuntabel
Akuntabel adalah suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan visi
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dan misinya. Seluruh pembuatan kebijakan pada semua tingkat harus mengerti bahwa
mereka bertanggungjawab terhadap hasil kerja mereka kepada masyarakat. Kepala
Desa Pasang dalam menjalankan tugasnya sudah berusaha untuk selalu
bertanggungjawab dalam melaporkan laporan keuangannya dan berusaha untuk
selalu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rinci agar nantinya dapat
dipertanggungjawabkan.

3. Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik
secara langsung maupun tidak melalui lembaga perwakilan masyarakat yang mampu
menyalurkan aspirasi dari masyarakat seperti BPD. Didalam pengelolaan keuangan
Desa sangat diperlukan partisipatif masyarakat dengan tujuan agar masyarakat ikut
berperan aktif karena hanya masyarakat yang paling mengerti masalah yang ada di
lingkungannya. Kepala Desa Pasang dalam menjalankan tugasnya selalu
mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Hal itu ditandai
dengan membiarkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa selama
masyarakat Desa setuju dan sesuai dengan kemampuan masyarakat dibandingkan
dengan mengambil tenaga kerja dari luar. Selain membiarkan masyarakat ikut
berpartisipasi juga mampu memperbaiki perekonomian masyarakatnya. Partisipasif
yang diterapkan oleh Kepala Desa Pasang dapat dilihat dari pengangkatan tokoh-
tokoh masyarakat yang akan berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat
kepada Kepala Desa Pasang.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Kepala Desa Pasang dalam menjalankan pemerintahannya sudah berusaha
semaksimal mungkin untuk menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran. Hal ini
ditandai dengan anggaran yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dengan skala prioritas dan pelaporan pertanggungjawaban dari desa Pasang yang
sudah lumayan tepat waktu. Meskipun dalam pelaporan anggarannya Kepala Desa
Pasang mengakui bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi seperti dana yang
turun ke desa terlambat sehingga pengerjaan kegiatannyapun terlambat. Meskipun
demikian pelaporan anggaran masih tetap bisa disampaikan dengan tepat waktu.
Dengan demikian Kepala Desa Pasang sudah menerapkan asas tertib dan disiplin
anggaran dalam pelaporan keuangannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dari analisis pengelolaan keuangan Desa mengenai Analisis Pengelolaan
Keuangan Dana Desa Dalam Pertanggungjawaban Pada Desa Pasang Kecamatan Maiwa
Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan keuanganya
telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif tertib dan disiplin anggaran
sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan
Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2016. Meskipun dalam penerapan
asas transparan belum diterapkan secara optimal karena dalam rencana penggunaan dana
desa penyampaian informasinya belum diketahui secara keseluruhan oleh masyarakat di
Desa Pasang.

Saran
Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan dalam pada saat
pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang diajukan dalam
penelitian ini yaitu:
1. Pemerintah Desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu
dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya.
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2. Pemerintah Desa harus mengutamakan prinsip transparansi informasi kepada
masyarakat mengenai pengelolaan anggaran keuangan Desa termasuk penggunaan
Dana Desa.

3. Pemerintah Desa harus memaksimalkan lagi berbagai pemberdayaan masyarakat di
Desa Pasang.
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